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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah untuk 

menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di 

desa.  Sehingga ketika patisipasi masyarakat itu muncul maka akan melahirkan 

perasaan “ ikut merasa memiliki “ terhadap pembangunan didesanya. 

Selanjutnya masyarakat akan “ikut bertanggungjawab “terhadap hasil-hasil 



   

yang akan dilaksanakan selama 6 tahun. Dengan demikian konsep penganggaran 

secara partisipatif yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi, dapat diartikan 

sebagai pembangunan demokrasi dengan mengacu pada prinsip Good Governance 

(GG) yang mendorong adanya transparansi, partisipasi dan tentu saja 

akuntabilitas. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut 

RPJM Desa ini memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, rencana 

pelaksanaan pembangunan, rencana pembinaan kemasyarakatan, dan rencana 

pemberdayaan masyarakat Desa yang didasarkan pada hasil Pengkajian Keadaan 

Desa (PKD) dan mengacu pada RPJM Desa Kabupaten Bantul. Proses 

penyusunan RPJM Desa ini dimulai dari tahap Pengkajian Keadaan Desa (PKD) 

yang melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses 

pembahasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, RPJM Desa ini disusun 

dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dimana proses penyusunannya 

dimulai dari musyawarah di tingkat dusun dan kelompok yang difasilitasi oleh 

Tim Penyusun RPJM Desa. Sehingga diharapkan RPJM Desa ini telah 

mencerminkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten 

Bantul. 

Rancangan RPJM Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati 

oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan 

selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh 

Lurah Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris 

Desa. 

 

1.2  Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246); 



   

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 

tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 

2014 (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2015 nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Desa; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang 

Rencana Pembangunan angka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021.  

 
1.3 Pengertian 

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan 

di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan 

Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. 

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 

secara demokratis. 

6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah 

antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat 

yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati 

hal yang bersifat strategis.  



   

7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama 

lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah 

Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk 

menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa 

yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat 

Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.  

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 

Desa.  

9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan 

Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna 

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai 

tujuan pembangunan desa. 

11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di 

desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan 

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna 

mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian 

dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber 

daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang 

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data 

mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai 

informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta 

dinamika masyarakat Desa. 

14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi 

sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana 

prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

permasalahan yang dihadapi desa. 

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM 

Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 

(enam) tahun.  

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah 

penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.  



   

17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian 

dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan 

Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme 

perencanaan pembangunan Daerah. 

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.  

19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli 

atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau 

perolehan hak lainnya yang syah.  

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.  

21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran 

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan 

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang 

diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga 

yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 

pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, 

24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi 

adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan 

berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. 

25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

 



   

 

1.4 . Maksud dan Tujuan 

➢ Maksud 

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau 

pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang 

akan dan sedang dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni selama 6 (enam) 

tahun. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai visi, misi dan program strategis 

yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan 

Desa selama masa jabatannya. 

RPJM Desa, Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul  2018 

– 2024 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan 

sebelumnya. RPJM Desa diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam 

dan tepat guna menyelesaikan permasalahan permasalahan pembangunan secara 

spesifik di Desa Poncosari. Dengan adanya RPJM Desa, diharapkan akan 

terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, sinkronisasi, dan 

sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar 

fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten, Provinsi dan Pusat, diharapkan 

pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu 

mengoptimalkan partisipasi. 

 

➢ Tujuan 

Tujuan Penyusunan RPJM Desa adalah : 

1. Menyediakan dokumen strategis Desa mulai dari perumusan visi, misi, program 

strategis, strategi dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara 

bersama-sama antara Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan Desa, 

Masyarakat luas maupun berbagai pemeran pembangunan yang lain melalui 

kerjasama secara terpadu.   

2. Memberikan pegangan dan indikator kinerja Pemerintah Desa Poncosari dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Desa.  

3. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi 

dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui 

serangkaian program. 

4. Meyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan yang 

dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan 

diselaraskan dengan program prioritas pemerintah kabupaten. 

5. Sebagai masukan bagi dinas instansi pemerintah dan berbagai pemeran 

pembangunan lain dalam rangka membangun kemitraan maupun investasi di 

Desa. 



   

 
BAB  II 

PROFIL DESA 

2.1 Kondisi Desa 

 Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui kaitannya dengan 

perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada 

memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah 

pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat.  

 Desa Poncosari salah satu dari 2 desa yang ada di Kecamatan Srandakan 

yang terletak kurang lebih 3 km kearah Selatan dari Kecamatan Srandakan, 

Desa Poncosari mempunyai wilayah seluas : 11.861.220 ha dengan jumlah 

penduduk : ± 13587 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga : ± 4225 dengan Batas 

– batas wilayah sbb : 

 

Sebelah Utara Desa Trimurti 

Sebelah Timur Desa Gadingsari 

Sebelah Selatan Samudera Hindia 

Sebelah Barat Sungai Progo 

 

  Iklim Desa Poncosari sebagaimana desa – desa lain di wilayah Indonesia 

mempunyai Iklim Kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh 

langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Poncosari, dan pada sampai 

saat ini juga tidak ketinggalan dibanding dengan kondisi desa-desa yang lain.  

 

2.1.1 Sejarah Desa 

 

 Desa Poncosari adalah Desa Agraris yang berada di Kecamatan Srandakan, 

Kabupaten Bantul, yang terdiri dari 24 Pedukuhan yang meliputi 120 Rt. Desa 

Poncosari merupakan desa hasil penggabungan 5 Kelurahan yaitu :  

1. Saptokondo terdiri dari (Pedukuhan Singgelo, Talkondo, Godegan) 

2. Wonotingal terdiri dari (Pedukuhan Bayuran, Besole, Gunturgeni, Polosiyo, 

Wonotingal) 

3. Sambikerto terdiri dari (Pedukuhan Sambeng I, Sambeng II, Sambeng III, Jragan I, 

Jragan II) 

4. Mojourip terdiri dari (Pedukuhan Bibis, Babakan, Kukap, Koripan, Jopaten, 

Bodowaluh, Karang) 

5. Trihudadi terdiri dari (pedukuhan Cangkring, Ngentak, Kuwaru) 

Dan bergabung menjadi satu yaitu Desa Poncosari pada tanggal 5 September 1946. 

   Adapun Desa Poncosari dibagi menjadi 24 (Dua Puluh Empat) dusun, 

yaitu : 



   

1.  Dusun  Singgelo 

2.  Dusun  Talkondo 

3. Dusun  Godegan 

4. Dusun  Polosiyo  

5. Dusun  Gunturgeni  

6. Dusun  Wonotingal  

7. Dusun  Bayuran  

8. Dusun  Besole  

9. Dusun  Sambeng I 

10. Dusun  Sambeng II 

11. Dusun  Sambeng III 

12. Dusun  Jragan I 

13. Dusun  Jragan II 

14. Dusun  Kukap  

15. Dusun  Koripan  

16. Dusun  Jopaten 

17. Dusun  Bodowaluh  

18. Dusun  Karang  

19. Dusun  Bibis  

20. Dusun  Babakan  

21. Dusun  Krajan  

22. Dusun  Ngentak  

23. Dusun  Kuwaru  

24. Dusun  Cangkring  

 

Para pejabat Bekel atau Lurah Desa Poncosari semenjak berdirinya Desa Poncosari 

adalah sebagai Berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO NAMA KETERANGAN 

1 Abdul Achmad  Lurah Pertama 

2 H Setro Harjo Lurah Kedua 

3 Drs H. Danuri, MM Lurah Ketiga 

4 H Ali Sopyan, SH  Lurah Keempat 

5 H. Supriyanto, SE., SPt Lurah Lima 

6 H. Supriyanto, SE., SPt Lurah Enam 



   

2.1.2 Demografi 

   Desa Poncosari terdiri dari 24 dusun dengan jumlah penduduk sebesar 

13522 jiwa merupakan salah satu dari 2 desa di Kecamatan Srandakan Batas 

Wilayah Desa Poncosari Kecamatan Srandakan sebagai berikut : 

  1. Sebelah Utara   : berbatasan dengan Desa Trimurti 

  2. Sebelah Timur   : berbatasan dengan Desa Gadingsari 

  3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia 

  4. Sebelah Barat   : berbatasan dengan Sungai Progo/ Kabupaten 

     Kulon Progo   

       

     Jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi   : 27 Km 

 Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten  : 15 Km 

 Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan  :    2,7 Km 

 

Jumlah penduduk Desa Poncosari pada tahun 2018 mencapai 13522 jiwa 

terdiri dari Laki-Laki 6596 jiwa dan Perempuan 6926 jiwa dengan 4225 KK. 

Adapun rincian tersebut sebagai berikut: 

 

A. Jumlah Penduduk menurut golongan umur 

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan  

mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan 

umur di Desa Poncosari dapat dilihat pada Tabel berikut. dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Data Monografi Desa Poncosari Tahun 2018  

 
       B. Jumlah Penduduk menurut Agama 

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Poncosari 

mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut : 

• Islam          :        12.959 Orang 

• Kristen          :        22   Orang 

• Katolik   :  65   Orang 

• Hindu           :  2  Orang 

• Budha   :  0  Orang 

 

Golongan Umur Jumlah Keterangan 

0 Bln - 15 Thn 2.911 jiwa  

15 Thn – 65 Thn 8.230 jiwa   

65 Tahun keatas 2.446 Jiwa  

Jumlah 13.587 Jiwa   



   

 C. Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan 

 Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. 

Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat 

memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan 

pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD 

sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data 

statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu 

permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun 

kesadaran masyarakat akan arti pentingya pendidikan. Data penduduk menurut 

tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut. berikut  

No Tingkat Pendidikan 
Jumlah 

Penduduk 
Ket 

1 Belum / Tidak / Sudah Tidak Sekolah 1988   

2 SD 1.486  

3 SLTP 1.891  

4 SLTA / SMK 4.257  

5 Perguruan Tinggi 1.082  

Sumber Data : Kependudukan DIY tahun 2018  

 

 D. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian 

Mata pencaharian penduduk di Desa poncosari sebagian besar masih 

berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian 

memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut 

mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel  berikut ini : 

No Mata Pencaharian Jumlah Penduduk Ket 

1 
Sektor Pertanian/ Peternakan/ 

Perikanan  
3548 

 

3 Pegawai Negeri Sipil  303  

4 TNI 15  

5 POLRI 34  

6 
Buruh/ tukang berkeahlian 

khusus  

875  

7 Pensiunan 230  

8 Pedagang/wiraswasta 1569  

9 Tenaga Medis  54  

10 Karyawan BUMN 19  

11 Karyawan Swasta  954  

12 Pekerjaan Lainnya  388  

Sumber Data : Kependudukan DIY Tahun 2018  

2.1.3 Keadaan Sosial 



   

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Poncosari bergerak dibidang 

pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata 

pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang 

memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam 

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul. Hal lain yang perlu 

diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan 

kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit 

sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan. 

Tingkat angka kemiskinan Desa Poncosari yang masih tinggi menjadikan 

Desa Poncosari harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang 

peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa 

Poncosari seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, , PKK, Posyandu, Kelompok 

Tani, Kelompok Ternak, Nelayan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk 

dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa 

pada masyarakat. 

 

KESEJAHTERAAN WARGA 

Jumlah Penduduk Miskin (dalam BDT Tahun 2018) adalah 2.924 

 

FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 

No. Jenis Fasilitas 

Pendidikan 

Jumlah No. Jenis Fasilitas 

Kesehatan 

Jumlah 

1. Gedung TK 8 1. Polindes 1 

2. Gedung SD 9 2. Posyandu 24 

3. Gedung SLTP 2    

4. Gedung SLTA 1    

 

2.1.4  Keadaan Ekonomi   

Kekayaan Sumber Daya Alam  yang ada di Desa Poncosari amat sangat 

mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya.  

 Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang 

dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Sumber Pendapatan Desa : 

1. Sumber Pendapatan Desa 

a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan 

partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah; 

b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk desa dan dari 

retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan 

pembagian untuk setiap desa secara proporsional; 



   

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima 

oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk 

setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa; 

d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah 

Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah; 

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 

2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah 

Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas 

desa; 

3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh  Desa tidak 

dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah 

Daerah. 

Adapun  Kekayaan desa terdiri dari : 

             a.   Tanah kas desa 

             b.   Bangunan desa yang dikelola desa 

             c.   Lain-lain kekayaan milik desa 

          Desa Poncosari sebagaian besar mata pencaharian penduduknya adalah 

petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan 

terhadap adat dan tradisi.  

2.1.4.1  Prasarana dan Sarana Desa 

 Pembangunan masyarakat desa  diharapkan bersumber pada diri sendiri 

(kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada  

perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat 

meningkatkan  

kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.  

     1. Prasarana kesehatan     :  

➢ Posyandu : 24  unit 

➢ Polindes : 1  unit 

➢ Bidan Desa : 1  orang 

    2. Prasarana Pendidikan 

➢ PAUD        : 9   unit 

➢ Taman Kanak – kanak / TK    : 8   unit 

➢ SD / MI                : 9   unit 

➢ SLTP / MTs             : 2   unit 

➢ SLTA / MA                : 1   unit 

➢ TPA / TPQ                :  24 unit 

   3. Prasarana Umum lainnya 

➢ Tempat ibadah           : 30 unit 

➢ Lapangan Olah raga  :  24 unit    



   

   Pengelolaan sarana dan prasana merupakan Tahap keberlanjutan dimulai 

dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan 

program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan 

keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan 

pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan 

kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan 

mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraannya. 

    Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini 

adalah: 

a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses 

pembangunan, 

b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi 

kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan 

masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk 

menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses 

pembangunan, 

c. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan 

menyediakan dana dan pendampingan. 

d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau 

pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam 

merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun 

kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya 

dalam rangka melaksanakan proses pembangunan. 

 

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa 

  2.2.1 Pembagian Wilayah Desa 

         Wilayah Desa Poncosari dengan luas 1.186.1220 ha. Desa Poncosari terdiri 

dari 24 Dusun, yaitu :  

1.  Dusun  Singgelo Daliman 

2.  Dusun  Talkondo Surono 

3. Dusun  Godegan Yuni Isnantoro 

4. Dusun  Polosiyo  Sumardi 

5. Dusun  Gunturgeni  Subrahmono 

6. Dusun  Wonotingal  H Supriyo 

7. Dusun  Bayuran  Ikhsan Nuryanto 

8. Dusun  Besole  Daryanto 

9. Dusun  Sambeng I Fitra Resdiyanto 

10. Dusun  Sambeng II Agus Sujaka 



   

11. Dusun  Sambeng III M Burhan Syakuri, S.Thi 

12. Dusun  Jragan I M Zudan Ismail  

13. Dusun  Jragan II Waluyo 

14. Dusun  Kukap  Drs Ali Rubiyanto 

15. Dusun  Koripan  Arismanto 

16. Dusun  Jopaten Saridal 

17. Dusun  Bodowaluh  Muh Tata 

18. Dusun  Karang  Marzuki 

19. Dusun  Bibis  Surajiyo 

20. Dusun  Babakan  Agus Sriyono 

21. Dusun  Krajan  Pagiyanto 

22. Dusun  Ngentak  Plt Pagiyanto  

23. Dusun  Kuwaru  Hari Agung Nugroho, S.Pd 

24. Dusun  Cangkring  Basuki Rahmat 

Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Poncosari terdiri dari 1 Lurah 

Desa, 1 Sekretaris Desa, 1 Kasi Pemerintahan, 1 Kasi Kesejahteraan, Plt Kasi 

Pelayanan, 1 Kaur Keuangan, 1 Kaur TU & Umum, 1 Kaur Perencanaan dan 24 

Kepala Dusun. Desa Poncosari terdiri dari 120 Rukun Tangga (RT). 

 

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa 

 Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa 

terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola 

Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga 

Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa 

penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) 

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 

Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa 

atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.  

  Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan 

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi 

menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan 

berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan 



   

mufakat. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

 

 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan 

Desa Poncosari 

 

 

Tabel  :  Nama Pejabat Pemerintah Desa Poncosari 

 

No Nama Jabatan 

1 H. Supriyanto, SE., S.Pt Lurah Desa 

2 M Cholil Sekretaris Desa 

3 Ghufron Ahmad Khoiruna, S.Hum Kasi Pemerintah 

4 Sukijan Kasi Kesejahteraan 

5 Ghufron Ahmad Khoiruna, S.Hum Plt Kasi Pelayanan 

6 Iman Santoso, SH Kaur Keuangan 

7 Agus Heri Kurniawan, ST Kaur TU & Umum 

8 Nike Tia Suswandani, S.Si Kaur Perencanaan  

9 Suharyanto  Staf Desa 

10 Wahyu  Staf Desa 

11 Suprish wantoro, AMd Staf Desa 



   

12 Aditya Pratama Staf Honorer 

13 Dheni Dwiari Staf Honorer 

14 Fauzan Staf Honorer 

15 Rudi Cahyanto Staf Honorer 

16 Zulfan Hartadi Staf Honorer 

17 Agus Purwoko, SH Staf Honorer 

Tabel  : Nama Badan Permusyawaratan Desa Poncosari 

 

No Nama Jabatan 

1 H. Subardi, S.Pd Ketua 

2 H. Tukiranto, MA Wakil Ketua 

3 Sri Suparmi Sekretaris 

4 Suratman, S.Pd Anggota 

5 Sutopo Anggota 

6 Joko Aribowo Anggota 

7 Anwar Santoso Anggota 

8 Sugiyono Anggota 

9 Allivia Putri Gandini, SH Anggota 

     

2.1. 2. 1 Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa 

 Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 

merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga 

kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan merupakan 

mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Pembentukan lembaga 

kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Hubungan kerja antara 

lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, 

konsultatif dan koordinatif. 

 

 

 

 

Tabel  : Nama-nama LPMD Desa Poncosari 

No Nama Jabatan 



   

1 Juharno, S.Pd Ketua 

2 H. Sujarwanto, S.Pd Ketua II 

3 Mukhlas Arjudin, S.Pd Sekretaris I 

4 Jumrat, S.Pd Sekretaris II 

5 Sujiyono, S.Pd Bendahara I 

6 H. Sutaryono Bendahara II 

7 Suparji  Seksi Sarana dan Prasarana 

8 Jarwanto Seksi Sarana dan Prasarana 

9 Wardani Seksi Perekonomian 

10 H. Paimin Seksi Perekonomian  

11 Dawam, S.Pd Seksi Kesejahteraan Rakyat 

12 Sutaryo Seksi Kesejahteraan Rakyat  

13 Dalijo  Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban 

14 Dawud Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban  

15 Sumarjono, S.Pd Seksi Pemberdayaan Perempuan 

dan perlindungan anak 

16 Siti   Seksi Pemberdayaan Perempuan 

dan perlindungan anak  

17 Agus Sulaeman  Seksi Pemuda, Olahraga 

18 Hartono  Seksi Pemuda, Olahraga 

19 Bambang Cahyadi, S.Ag.MA Seksi Pendidikan dan 

Kebudayaan 

20 Adam Santosa, S.Ag, MA Seksi Pendidikan dan 

Kebudayaan  

21 Jawari Seksi Kebencanaan 

22 Sambudi  Seksi Kebencanaan 

 

Tabel  : Tim Penggerak PKK Desa Poncosari 

 



   

No Nama Jabatan 

1 Marwatiningsih  Koordinator TP PKK Desa Poncosari  

2 Warsinah  Wakil Ketua I 

3 Hj Susiati  Wakil Ketua II 

4 Jumariyah  Wakil Ketua III 

5 Ngadiyem  Wakil Ketua IV 

6 Nike Tia Suswandani, S.Si Sekretaris I 

7 Dheni Dwiari Sekretaris II 

8 Umi Sholikhah, S.Pd Bendahara I 

9 Yuni Istarti  Bendahara II 

10 Maryati  Ketua Pokja I  

11 Sri Suwarni Sekretaris Pokja I 

12 Siti Zarusdati  Anggota Pokja I 

13 Dwi Indriyani  Anggota Pokja I 

14 Dasiyem  Anggota Pokja I 

15 Yuli Ambarwati Anggota Pokja I 

16 Rumilah S,Pd Ketua Pokja II 

17 Isti Hidayatun, S.Pd Sekretaris Pokja II 

18 Rusmiyati  Anggota Pokja II 

19 Nining Lestari  Anggota Pokja II 

20 Sri Suparmi Anggota Pokja II 

21 Suprihatin Anggota Pokja II 

22 Istikam  Ketua Pokja III 

23 Suwarni  Sekretaris Pokja III 

24 Sutran  Anggota Pokja III 

25 Poniyem  Anggota Pokja III 

26 Semi  Anggota Pokja III 

27 Hj Sudarmiasih Ketua Pokja IV 

28 Winarti  Sekretaris Pokja IV 

29 Erniwati  Anggota Pokja IV 



   

30 Warsinah (Besole) Anggota Pokja IV 

31 Nahni Anggota Pokja IV 

32 Waridah  Anggota Pokja IV 

33 Astin Romdiyati  Anggota Pokja IV 

34 Surani  Anggota Pokja IV 

35 Aprilia Ratnasari  Anggota Pokja IV 

 

Tabel  : Nama-nama Anggota Karang Taruna Desa Poncosari 

 

No Nama Jabatan 

1 Nu’man Rifai, s.S  Ketua Umum 

2 Fitra Resdiyanto  Ketua I  

3 Alvian N.H  Ketua II  

4 Danang Nugrahanto  Ketua III  

5 Pustika Adwiyani  Sekretaris I  

6 Eka Febriana Astuti  Sekretaris II 

7 Riefkiana Saputri  Sekretaris III 

8 Rizchi Dwina Emelia  Bendahara I  

9 Sutrisno  Bendahara II  

10 Sugiono  Koordinator POKJA Eduwisata  

11 Wahyu Tomy  Anggota POKJA Eduwisata  

12 Arif Nofiyanto  Anggota POKJA Eduwisata 

13 Arif Wibowo  Anggota POKJA Eduwisata 

14 Akhi Haruni  Anggota POKJA Eduwisata 

15 Dani Septa Arintaka  Anggota POKJA Eduwisata 

16 Nugroho Suyanto, S.Pd  Anggota POKJA Eduwisata 

17 Suyatman  Koordinator HUMAS  

18 Kurniawan Tri Utomo  Anggota Humas  

19 Risqi Nur Azizan  Anggota Humas 

20 Deni Nugrahadewi  Anggota Humas 

21 Purna Nur Iskandar  Anggota Humas 



   

22 Afif Fauzandaru  Anggota Humas 

23 Allivia Putri Gandini, SH Koordinator Bidang Pemberdayaan 

Perempuan  

24 Ari Nurhayati  Anggota Bidang Pemberdayaan 

Perempuan 

25 Isna Sholikhah  Anggota Bidang Pemberdayaan 

Perempuan 

26 Elin Hisnu Yenita  Anggota Bidang Pemberdayaan 

Perempuan 

27 Eny Tri Wahyuni  Anggota Bidang Pemberdayaan 

Perempuan 

28 Asyifa Dini Salsabila  Anggota Bidang Pemberdayaan 

Perempuan 

29 Siti Khotijah  Anggota Bidang Pemberdayaan 

Perempuan 

30 Fatma Kusuma  Koordinator Bidang Organisasi dan 

Perkaderan  

31 Sire Vitawati  Anggota Bidang Organisasi dan 

Perkaderan 

32 Inda nilasari Putri  Anggota Bidang Organisasi dan 

Perkaderan 

33 Ibnu Rochman  Anggota Bidang Organisasi dan 

Perkaderan 

34 Friya Fratama  Anggota Bidang Organisasi dan 

Perkaderan 

35 Banu Setiawan  Anggota Bidang Organisasi dan 

Perkaderan 

36 Sri Mulyani  Koordinator Bid. Pendidikan, 

Pelatihan, Agama 

37 Lussy Dyah Hafsari  Anggota Bid. Pendidikan, Pelatihan, 

Agama 

38 Ikhsan Nurdin  Anggota Bid. Pendidikan, Pelatihan, 

Agama 

39 Kurniawan Wicaksana  Anggota Bid. Pendidikan, Pelatihan, 



   

Agama 

40 Dian Rahmawati  Anggota Bid. Pendidikan, Pelatihan, 

Agama 

41 Zunawan  Anggota Bid. Pendidikan, Pelatihan, 

Agama 

42 Ikhwan Syarif Hidayat, 

S.Pd 

Koordinator Bid. Olahraga dan 

Kesenian  

43 Rahmawanto  Anggota Bid. Olahraga dan Kesenian 

44 Rudi Cahyanto  Anggota Bid. Olahraga dan Kesenian 

  Anggota Bid. Olahraga dan Kesenian 

 

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah 

dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah 

satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa 

dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin 

leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. 

Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, 

aspirasi desa yang disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kalah 

dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan 

bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran. 

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi 

adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin 

pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam proses 

musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang di 

tingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka kran partisipasi masyarakat 

desa untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan 

daerah. Namun demikian, lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi 

masyarakat ini hanya menjadi ‘kosmetik’ untuk sekedar memenuhi ‘qouta’ adanya 

partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang sebagaimana ditetapkan dalam 

undang-undang.  

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat 

desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan 

yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa.  

 

 

 



   

BAB III 

POTENSI DAN MASALAH  

3.1. Potensi 

Desa Poncosari memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya 

alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan /organisasi. Sampai saat ini, 

potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. 

 

3.1.1. Sumber Daya Alam 

Desa  : Poncosari 

Kecamatan : Srandakan 

Kabupaten : Bantul 

Propinsi : DIY 

 

No Uraian Sumber Daya Alam Volume Satuan 

1 Lahan persawahan 364,9 Ha 

2 Irigasi 0,29 - 

3 Lahan Tegalan 48,574 Ha 

4 Tanah Pekarangan/Pemukiman 294,823 Ha 

 

3.1.2. Sumber Daya Manusia 

Desa  : Poncosari 

Kecamatan : Srandakan 

Kabupaten : Bantul 

Propinsi : DIY 

 

No Uraian Sumber Manusia (SDM) Volume Satuan 

1. Penduduk dan keluarga   

 a. Jumlah penduduk laki-laki 6596 Orang 

 b. Jumlah penduduk perempuan 6926 Orang 

 c. Jumlah keluarga 4225 KK 

2 Mata Pencaharian utama penduduk   

  a. Pertanian, peternakan 2.524 Orang 

  b. Swasta 1.685 Orang 

  c. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan 901 Orang 

  d. TNI/POLRI 35 Orang 

  e. PNS 385 Orang 

  f. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)  Orang 

 

 



   

3.1.3. Kelembagaan / Organisasi 

Desa  : Poncosari 

Kecamatan : Srandakan 

Kabupaten : Bantul 

Propinsi : DIY 

 

No Uraian Sumber Daya Kelembagaan/Organisasi Volume Satuan 

1. BPD 1 Lembaga 

2. LPMD 1 Lembaga 

3. PKK 1 Lembaga 

4. Karang Taruna 1 Lembaga 

5. Kelompok Tani 24 Kelompok 

 

3.1.4. Potensi Prasarana dan Sarana 

Desa  : Poncosari 

Kecamatan : Srandakan 

Kabupaten : Bantul 

Propinsi : DIY 

 

No Uraian Sumber Daya Pembangunan Volume Satuan 

1. 
Aset prasarana umum 

  

 
a. Jalan 

-- M 

 
b. Jembatan 

-- Unit 

2 Aset Prasarana pendidikan 
  

  a. Gedung Paud 
9 Unit 

  b. Gedung TK 
8 Unit 

  c. Gedung SD 
9 Unit 

  d. Taman Pendidikan Alqur'an 
28 Unit 

    

3 Aset prasarana kesehatan 
  

  a. Posyandu 
24 Unit 

  b. Polindes 
1 Unit 

  c. MCK 
 Unit 

  d. Sarana Air Bersih 
24 Unit 

    

4 Aset prasarana ekonomi 
  

  a. Pasar desa 
- Unit 

  b. Tempat Pelelangan Ikan 
2 Unit 



   

  
  

5 Kelompok Usaha Ekonomi Produktif 
  

  a. Jumlah kelompok usaha 
-- Kel 

  b. Jumlah kelompok usaha yang sehat 
-- Kel 

   
  

6 Aset berupa modal  
  

  a. Total aset produktif 
-- Ha 

  b. Total pinjaman di masyarakat 
-- /Tahun 

   
  

 

3.1.5. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya  

Desa  : Poncosari 

Kecamatan : Srandakan 

Kabupaten : Bantul 

Propinsi : DIY 

 

 

 

 

      

 

 

3.1.6 Masalah 

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan 

RPJM Desa Poncosari yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun 

yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan 

menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan 

serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara 

dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada 

masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang 

terlewatkan/tidak terakomodasi. 

     Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, 

untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat 

skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah 

yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-

benar masalah pokok dan penting.  

No Uraian Sumber Daya Sosial Budaya Volume Satuan 

1. Gotong royong 
Seluruh 

warga  
Orang 

2. Adat istiadat 6000 Orang 

3. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif  Orang 

4. Kesenian  5 Kel 

5. Peringatan Hari Besar Nasional 1 Keg 

6. Peringatan hari Besar Agama 5 Keg 

7. Gabungan Kelompok Tani Desa 1 Kel 



   

    Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan 

oleh masyarakat yang bersumber dari potret desa, kalender musim dan bagan 

kelembagaan yang dikelompokkan menurut bidang penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 

 

   Tabel : Bidang dan Permasalahan 

No Bidang Masalah 

1 
Bidang 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

1. Penetapan dan penegasan batas Desa; yaitu 

: gapuro batas desa 
2. Pendataan Desa; yaitu : profil desa 
3. Penyusunan tata ruang Desa; yaitu : 

pembangunan ruang hijau desa 
4. Penyelenggaraan musyawarah Desa; yaitu : 

Musdes, Musrenbangdes 
5. Pengelolaan informasi Desa; yaitu : Sistem 

Informasi Desa 

6. Penyelenggaraan perencanaan Desa; yaitu : 
RPJMDes & RKPDes 

7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat 

perkembangan pemerintahan Desa; yaitu : 
LPPD, APBDes & LPJ 

8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; 
yaitu :  

9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor 

Desa; yaitu : Rehap Kantor Desa, 
pembangunan GOR  

 

2 

Bidang 

Pelaksanaan 
Pembangunan 

1. Pembangunan, pemanfaatan dan 
pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan 
Desa, yaitu : pembangunan jalan, drainase, 

Saluran Irigasi dan angkat waled 

2. Pembangunan, pemanfaatan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana 
kesehatan, yaitu : Polindes, Posyandu 

3. Pembangunan, pemanfaatan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana 
pendidikan dan kebudayaan, yaitu : TK, 

PAUD, TPQ, Fasilitasi Kelompok Seni  

4. Pengembangan usaha ekonomi produktif 
serta pembangunan, pemanfaatan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana 
ekonomi, yaitu : BUMDes, irigasi, UMKM 

5. Pelestarian lingkungan hidup, yaitu : 

penghijauan 

3 
Bidang 

Pembinaan 

Kemasyarakatan 

1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; yaitu 

: RT, LPMD, PKK, Karang taruna, KWT, 
KIM, Gapoktan, Pokdakan, P3A 

2. Penyelenggaraan ketentraman dan 
ketertiban; yaitu : siskamling, pembinaan 
Linmas 

3. Pembinaan kerukunan umat beragama; 
yaitu : PHBA 

4. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; 



   

yaitu : lapangan olahraga 

5. Pembinaan lembaga adat; yaitu : bersih 
desa 

6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya 

masyarakat; yaitu : Pengajian, Senam masal 

4 
Bidang 

Pemberdayaan 
Masyarakat 

1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, 

perikanan dan perdagangan; yaitu : UMKM, 
Pelatihan-pelatihan. 

2. Pelatihan teknologi tepat guna; yaitu :   

pelatihan- pelatihan  

3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi 

kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan 
Pemusyawaratan Desa; yaitu : Bimtek, 
peningkatan kapasitas,  Sosialisaisi 

peyelenggaraan Pemdesa 

4. Peningkatan kapasitas masyarakat; yaitu :  

Pelatihan, pemberdayaan 

 

3.2.1 Isu/ masalah Utama 

 
         Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian 

informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dijelaskan gambaran 

permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah 

serta gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya. 

Untuk mengetahui secara detail mengenai potensi dan masalah yang ada di 

masing-masing dusun / Lingkungan dapat dilihat dalam lampiran. 

Demikian potensi dan masalah yang berhasil dihimpun dalam tahap pengkajian 

keadaan desa. masalah dan potensi ini kemudian akan menjadi dasar dalam 

merumuskan visi, misi dan kebijakan pembangunan di Desa Poncosari selama 6 

tahun kedepan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

BAB  IV 

RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2019 – 2024 

 

4.1 Visi dan Misi 

4.1.1  Visi 

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Desa 

Poncosari harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, 

inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang 

keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun 

melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut 

oleh seluruh komponen stakeholder’s.  

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka Menengah yang ingin diraih oleh 

Kepala Desa / Lurah yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah 

yang kemudian mengerucut sebagai Visi Kepala Desa / Lurah.  Adapun Visi Kepala 

Desa / Lurah Desa  Poncosari adalah sebagai berikut : 

“ Menjadi Desa Mandiri, unggul, Terpercaya dan Religius “ 

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa 

depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, 

dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan 

mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, 

menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol 

perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk 

meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada 

anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta  

mempersatukan anggota masyarakat.  

 

     4.1.2  Misi 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan 

tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa 

mengabaikan mandat yang diberikannya. 

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang 

keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan 

penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat 

mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi 

lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa  

selama masa enam tahun. 



   

Untuk meraih Visi Kepala Desa / Lurah Desa Poncosari seperti yang sudah 

dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal 

maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Poncosari, yang meliputi Empat 

Pilar Pembangunan Desa Poncosari sebagai berikut: 

1. Memperluas hubungan antar lembaga desa dan meningkatkan kualitas 

hubunganya. 

2. Meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilandan profesionalis sumber 

daya. 

3. Meningkatkan kesesuaian sumberdaya dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat.  

4. Menguatkan sistem tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kerukunan, 

kekeluargaan, kebersamaan, dan akuntabilitas.  

 

4.2  Kebijakan Pembangunan 

   Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan 

pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan 

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun 

potensi ekonomi lokal , serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan 

secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2019-2024, rencana 

pembangunan jangka menengah desa diarahkan untuk peningkatan aparatur 

pemerintah desa, LKD dan BPD, penguatan peran dan fungsi kelembagaan 

kemasyarakatan serta penguatan masyarakat desa.  

     Disamping itu, pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-

pusat pertumbuhan ekonomi produktif untuk mendorong pengembangan 

perdesaan berkelanjutan yang berbasis pada kerukunan, kekeluargaan, 

kebersamaan dan akuntabilitas.  

4.2.1  Arah Kebijakan Pembangunan Desa 

          Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan 

untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang yang berbasis pada 

kerukunan, kekeluargaan, kebersamaan dan akuntabilitas. Kebijakan 

pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut:  

 

4.2.1.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: 

a. Peningkatan kualitas IMTAQ melalui pengamalan ajaran agama secara 

konsekuen  

b. Pengembangan sumberdaya (sumberdaya manusia, sumberdaya alam, 

sumberdaya modal) 

c. Peningkatan kepedulian sosial, budaya  adiluhung, dan keberpihakan 

kepada masyarakat 



   

d. Penguatan sistem pelayanan kepada masyarakat yang empatik, 

profesional dan akuntabel  

e. Peningkatan pola pikir kreatif untuk menyongsong program pantai selatan 

sebagai halaman depan Daerah Istimewa Yogyakarta 

f. Meningkatkan kualitas hubungan antar lembaga desa  

g. Kelembagaan desa dikukuhkan dengan surat keputusan Lurah Desa  

h. Melakukan pembinaan, pendampingan dan menfasilitasi dana yang 

cukup  

i. Melakukan pertemuan koordinasi antar lembaga desa secara berkala  

j. Melibatkan lembaga desa dalam mengelola pembangunan desa dan 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi hasil 

pembangunan  

 

Meningkatkan pengetahuan, sikap ketrampilan dan profesionalisme 

sumberdaya manusia  

• Penyuluhan, pelatihan, magang, study bandingdan riset tingkat desa  

• Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat 

lokal, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bersama Pokkgiat LPMD dan RT  

• Penataan organisasi masyarakat dengan jalan reorganisasi  bagi organisasi 

yang kurang aktif, serta memberikan fasilitas kepada organisasi tersebut  

 

Meningkatakan kesesuaian sumberdaya, dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat  

• Mengusakan pemetaan dan penataan kawasan usaha ekonomi produktif 

bagi warga sessuai unggulan setempat  

• Memfasilitasi pengusaha ekonomi mikro pengusaha ekonomi mikro dalam 

permodalan dan peningkatan skala usaha  

• Memfasilitasi terciptanya jejaring usaha dengan berbagai pihak berkopenten  

• Menumbuhkan sentra usaha ekonomi produktif dengan bahan baku lokal  

• Merealisiasikan terwujudnya BUMDes sebagai wadah ekonomi warga  

 

Menguatkan sistem tata kelola pemerintahan yang berbasis pada 

kerukunan, kekeluargaan, kebersamaan dan akuntabilitas  

• Pembuatan standar operasinal pelaksanaan kegiatan pemerintahan  

• Mengedepankan kerukunan dan kekeluargaan dalam mengatasi persoalan 

yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan  

• Meningkatkan kebersamaan dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga 

tercipta situasi dan kondisi yang aman tertib, dan prima  

• Meningkatkan akuntabilitas disegenap kegiatan pelaksanaan pembangunan 

dan pelayanan kepada kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan 



   

kepada masyarakat  

 

4.2.1.2  Pelaksanaan pembangunan desa: 

a. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam hal : 

pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian 

masyarakat desa (Jalan lingkungan, jembatan, jalan pertanian, irigasi, 

Drainase.  

b. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam bidang 

pendidikan dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana 

pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan). 

c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam 

menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan yang berupa 

akses ke pasar, lembaga keuangan, sekolah, dan pusat pemerintahan. 

d. Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa serta penguatan permodalan 

BUMDesa 

 

         4.2.1.3 Pembinaan kemasyarakatan: 

a. Meningkatkan rutinitas masyarakat dan dalam pengembangan usaha 

berbasis potensi lokal; 

b. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui 

penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga 

keuangan mikro. 

 

4.2.1.3  Pemberdayaan Masyarakat Desa: 

a) Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya 

masyarakat dan keadilan gender (kelompok wanita, pemuda, anak) 

b) Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA  yang 

Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna 

di Perdesaan (dari sektor Pertanian) 

c) Meningkatkan kegiatan ekonomi desa yang berbasis komoditas unggulan, 

melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas,  serta 

penerapan ekonomi hijau. 

d) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana dan  produksi 

olahan 

e) Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran 

dan informasi pasar. 

f) mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, dan 

BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya. 

 



   

Realisasi kegiatan dimasing-masing bidang erat kaitannya dengan potensi 

pendapatan desa, untuk itu kegiatan dirinci secara lebih detail meliputi volume, 

manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pembiayaan. 

Dengan demikian RPJM Desa sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari 

program-program yang masuk ke desa, program dari SKPD, jumlah alokasi dana 

desa (ADD) APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta tingkat Pendapatan Asli 

Desa (PADesa). Secara lebih terinci program pembanguna desa dijabarkan dalam 

lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen ini. 

 

4.2.2 Strategi Pencapaian 

     Upaya untuk merealisasikan program pembangunan desa dilakukan 

tindakan    

     strategis yang bersifat internal dan eksternal.  

a. Strategi internal pencapaian program pembangunan 

desa meliputi: 

1. Peningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) melalui 

pendayagunaan potensi dan asset-aset desa yang selama ini belum dikelola 

secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan public yang 

jelas, tegas, transparan dan terjangkau.  

2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan pertisipasi masyarakat dalam 

setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga 

sejahtera/kaya. 

3. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target 

pembangunan supra desa dan infra desa. Artinya target pembangunan yang 

menjadi wilayah SKPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten 

dan provinsi beserta bangunan pelengkapnya, maka leading sectornya 

diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang kecamatan, forum SKPD 

maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber 

pembiayaan dimana kepala desa menjadi penanggungjawab dalam 

pelaksanaanya seperti ADD, maka dialokasikan untuk membiayai target 

pembangunan yang menjadi tanggungjawab desa seperti jalan lingkungan 

desa beserta bangunan pelengkapnya. 

4. Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas dan daya tawar politis masyarakat 

dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJM Desa yang 

telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media 

pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat desa semakin diperhitungkan 

dihadapan para stake holder. 

 

 

 



   

B. Strategi eksternal pencapaian program pembangunan desa antara lain ;  

1. Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan desa yang 

dituangkan dalam RPJM Desa pada forum musrenbang dan forum-forum 

SKPD.  

2. Membangun kerjasama ditingkat antar desa untuk mendorong pemerintah 

daerah melakukan reoroentasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan 

berbasis pemberdayaan masyarakat. 

3. Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan 

daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk 

memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk mensinergikan dan 

menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan 

perencanaan pembangunan melalui RPJM Desa.  

4. Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam 

mengakomodasi aspirasi RPJM Desa melalui haering dan jaring aspirasi. Hal 

ini sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para 

konstituennya di daerah pemilihan. Sehingga bilamana anggota dewan yang 

bersangkutan tidak mampu memperjuangkan RPJM Desa, maka masyarakat 

akan memberikan sanksi politis pada pemilu berikutnya. 

5. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian 

program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang 

pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan 

tanggungjawab sosialnya. 

  Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai 

indikator program selama 6 tahun ke depan dimana setiap tahun akan dievaluasi 

secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada 

setiap tahun anggaran.  

 Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya 

disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap 

melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Untuk kegiatan 

yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh LPMD, kegiatan yang 

terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang 

pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh 

HIPPA dan kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat dikelola oleh PKK, bidang 

kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan desa seperti Karang 

Taruna dan Remaja Masjid. 

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa 

dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, 

evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan 

sebagai berikut : 

         



   

     1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun     

                administrasi 

            2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas) 

            3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak 

            4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan 

 

Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, 

adalah sebagai berikut : 

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD 

2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing - masing lembaga yang  

    bertanggungjawab, yang pelaksanaanya mengikuti ketentuan masing-masing 

program/kegiatan tersebut. 

3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian 

kegiatan RPJM Desa, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan 

Musrenbangdes.  

4. Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) Lurah Desa dalam 

setiap akhir tahun anggaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

BAB  V 

PENUTUP 

 

Bahwa dalam rangka peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan maka diperlukan kerangka kebijakan yang mampu mewadai dan 

menampung aspirasi masyarakat. Dalam hal ini aspirasi masyarakat yang dimaksud 

adalah dalam bentuk keterlibatan warga (masyarakat) dalam setiap tahapan proses 

penyusunan prioritas pembangunan. Untuk itu dalam setiap tahapan penyusunan 

perencanaan pembangunan haruslah dilakukan dengan metode pemberdayaan 

masyarakat serta dilakukan secara partisipasi. 

Metode perencanaan partisipasi adalah satu upaya peningkatan peran serta 

masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Dalam perencanaan partisipasi 

masyarakat ditempatkan menjadi pelaku utama kegiatan sejak perumusan ide sampai 

perumusan akhir perencanaan pembangunan. Pada intinya pendekatan partisipasi 

merupakan kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh 

masyarakat serta diawasi oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa yang tahu 

kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, pemerintah hanya memfasilitasi 

masyarakat dalam menjawab kebutuhan yang masyarakat butuhkan. 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini merupakan dokumen 

perencanaan untuk periode 6 tahun yang memuat arah kebijakan umum desa dan 

program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Madiun, lintas SKPD dan 

program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja. 

Demikian RPJM Desa, Desa Poncosari ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam 

melaksanakan pembangunan di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten 

Bantul  tahun 2018 -2024 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP 

Desa. 

 

 



DESA :  Poncosari
KECAMATAN :  Srandakan 692,065,000
KABUPATEN :  Bantul
PROVINSI : D.I.Yogyakarta

Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan
Ta
hu
n 1

Ta
hu
n 2

Ta
hu
n 3

Ta
hu
n 4

Ta
hu
n 5

Ta
hu
n 6

Jlh (Rp)

a b c. d e f g h i j k l m n o
Penghasilan Tetap dan Tunjangan 
Lurah Desa

Desa 
Poncosari 

12 bln/ 
tahun 

1 org       170,400,000

Pengasilan tetap dan Tunjangan 
Perangkat Desa

Desa 
Poncosari 

12 bln/ 
tahun 

34 org       4,152,390,000

Operasional 
Pemerintahan/Perkantoran

Desa 
Poncosari 

12 bln/ 
tahun

Layanan 
Masyarakat

      1,442,518,692

Tunjangan BPD Desa 
Poncosari 

12 kali/ 
tahun 

9 orang       737,100,000

Operasional BPD Desa 
Poncosari 

1 paket/ 
tahun 

BPD       36,600,000

Operasional RT Desa 
Poncosari 

1 kali/ 
tahun

RT       960,000,000

Penyediaan tunjangan hari raya Desa 
Poncosari 

1 kali/ 
tahun

Lurah dan 
Perangkat 
Desa, BPD

      58,762,500

Penyediaan tunjangan purna 
tugas 

Desa 
Poncosari 

1 paket / 
tahun

Lurah dan 
Perangkat 

Desa

    44,775,000

pelantikan SOTK baru Desa 
Poncosari

1 kali Lurah dan 
Perangkat 

Desa

 10,000,000

Penyediaan Sarana (Aset Tetap) 
Perkantoran/Pemerintahan

Desa 
Poncosari 

3 paket/ 
tahun 

perangkat 
Desa

      510,000,000

Pemeliharaan Gedung/Prasarana 
Kantor Desa 

Desa 
Poncosari 

1 paket/ 
tahun

Layanan 
Masyarakat

      600,000,000

Pembangunan GOR Desa 
Poncosari 

1 kali / 
tahun

Masyarakat    1,000,000,000

Pembangunan/Rehabilitasi 
Kantor Desa 

Desa 
Poncosari 

1 paket/ 
tahun

PemDes      540,000,000

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN : 2019 - 2024

N
o

Bidang/ Jenis Kegiatan

Lokasi 
(RT/RW/ 

Dusun)

Prakiraa
n Volume

Sasaran/ 
Manfaat

Waktu Pelaksanaan   

1 Penyelenggar
aan 
Pemerintahan 
 Desa

b. Penyediaan 
Sarana Prasarana 
Pemerintahan Desa 

a. Sub bidang 
Penyelenggaraan 
Belanja Siltap, 
Tunjangan dan 
Operasional 
Pemerintah Desa 



Pelayanan Administrasi Umum 
dan Kependudukan

Desa 
Poncosari 

12 bln/ 
tahun

Masyarakat       96,000,000

Penyusunan/updating Profil Desa Desa 
Poncosari 

1 kali/ 
tahun

Perangkat 
Desa, 

Masyarakat 

      780,840,000

Pengelolaan Adminstrasi dan 
Kearsipan Pemerintahan Desa

Desa 
Poncosari 

1 paket / 
tahun

Perangkat 
Desa 

      46,440,000

Penyelenggaraan Musyawarah 
Perencanaan Desa 
(MusrenbangDes)

Desa 
Poncosari 

1 kali / 
tahun

Perangkat 
Desa, 

      56,400,000

Penyelenggaraan Musyawarah 
Desa 

Desa 
Poncosari 

5 kali/ 
tahun 

Perangkat 
Desa dan BPD

      150,000,000

Jaring Aspirasi BPD Desa 
Poncosari 

3 kali/6 
tahun  

BPD, 
masyarakat

   37,605,000

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Desa 

Desa 
Poncosari 

2 paket/ 
tahun 

Pemdes       56,580,000

Penyusunan Dokumen Keuangan 
Desa 

Desa 
Poncosari 

2 paket/ 
tahun

Pemdes       52,417,776

Penyusunan Kebijakan Desa 
(Perdes/Perkades selain 
Perencanaan/Keuangan) 

Desa 
Poncosari 

5 kali/ 
tahun 

Pemdes       19,200,000

Penyusunan Laporan Kepala 
Desa, LPPDesa dan Informasi 
Kepada Masyarakat 

Desa 
Poncosari 

1 paket/ 
tahun

Pemdes       18,600,000

Pengembangan Sistem Informasi 
Desa

Desa 
Poncosari 

1 paket/ 
tahun

Pemdes       29,880,000

Pengisian Pamong Desa Desa 
Poncosari 

1 paket/ 
tahun

Pemerintahan     120,000,000

Penyelenggaraan Lomba  Desa 
Poncosari 

3 paket/ 
tahun

Pemerintahan       183,000,000

Penanganan/ Penyelesaian 
konflik Tanah Desa (inventarisasi)

Desa 
Poncosari 

1 paket/ 
tahun

Pemerintahan, 
 Masyarakat

      148,080,000

Adminstrasi Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) 

Desa 
Poncosari 

1 kali/ 
tahun  

Pemerintahan, 
 Masyarakat

      729,361,668

Pengelolaan Tanah Desa Desa 
Poncosari 

1 paket/ 
tahun

Pemerintahan       120,000,000

12,906,950,636
2 Penyuluhan dan Pelatihan 

Pendidikan Bagi Masyarakat
Desa 
Poncosari 

1 kali/ 
tahun

Masyarakat       80,000,000

Pengelolaan Perpustakaan Milik 
Desa (Pengadaan Buku, Honor, 
Taman Baca) 

Desa 
Poncosari 

12 bln/ 
tahun

Masyarakat       55,680,000

Dukungan Pendidikan bagi Siswa 
Miskin dan Berprestasi

Desa 
Poncosari 

1 kali/ 
tahun

siswa miskin 
berprestasi  

      120,000,000

c. Pengelolaan 
Administrasi 
Kependudukan, 
Pencatatan sipil, 
Statistik dan 
Kearsipan 

d. Penyelenggaraan 
tatapraja 
Pemerintahan, 
Perencanaan, 
Keuangan dan 
Pelaporan 

Sub Bidang 
Pendidikan 

a.Pelaksanaan 
pembanguna
n desa

e. Sub bidang 
Pertanahan 

Jumlah Per Bidang 1



Fasiliatasi  dan peningkatan 
kapasitas TPA , KBM 

Desa 
Poncosari 

1 kali/ 
tahun

Masyarakat       42,000,000

Penyelenggaraan Pos Kesehatan 
Desa/Polindes Milik Desa (obat, 
Insentif, KB, dsb) 

Desa 
Poncosari 

1 kali/ 
tahun  

PemDes       81,600,000

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn 
Tambahan, Kls Bumil, Balita, 
Lansia, Insentif) , 

Desa 
Poncosari 

12 bln / 
tahun

Balita, Lansia       662,400,000

Penyelenggaraan Posyandu 
Remaja 

Desa 
Poncosari 

12 bln/ 
tahun

Remaja      432,000,000

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang 
Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga 
dan Kader Kesehatan dll) 

Desa 
Poncosari 

2 paket/ 
tahun

Masyarakat       151,260,000

Penyelenggaraan Desa Siaga 
Kesehatan

Desa 
Poncosari 

12 bln/ 
tahun

PemDes       95,100,000

Penanganan Masalah Kesehatan Desa 
Poncosari 

1 paket/ 
tahun

masyarakat       36,000,000

Konvergensi Pencegahan stunting Desa 
Poncosari

2 kali/ 
tahun 

masyarakat       150,000,000

Fasilitasi kampung KB Desa 
Poncosari

1 kali/ 
tahun

masyarakat      100,000,000

Peningkatan kapasitas kader Desa 
Poncosari 

1 kali/ 
tahun

kader       60,000,000

Pembangunan/ Rehabilitasi/ 
Peningkatan/ Pengerasan jalan 
lingkungan Permukiman 

Desa 
Poncosari 

600 m/ 
tahun 

Masyarakat       2,862,000,000

Pembangunan/Rehabilitasi/Penin
gkatan talud  

Desa 
Poncosari 

400 m/ 
tahun

Masyarakat       1,200,000,000

Pembangunan/ Rehabilitasi/ 
Peningkatan/ Pengerasan jalan  
usaha tani 

Desa 
Poncosari 

500 m/ 
tahun

Masyarakat      1,200,000,000

Pembangunan/ Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi Jembatan Desa

Desa 
Poncosari 

 2 paket/ 
tahun 

Masyarakat      1,250,000,000

Dukungan Pelaksanaan Program 
Pembangunan/Rehab  Rumah 
Tidak Layak Huni GAKIN 

Desa 
Poncosari 

3 unit/ 
tahun 

Masyarakat       408,000,000

Pemeliharaan Sumber Air Bersih 
Milik Desa

Desa 
Poncosari 

1 paket Masyarakat  100,000,000

Pembangunan/ Pemeliharaan 
Sistem Pembuangan Air Limbah 
(Drainase, Air limbah Rumah 
Tangga/ komunal 

Desa 
Poncosari 

100 m/ 
tahun 

Masyarakat       600,000,000

Pemeliharaan fasilitas 
Pengelolaan sampah 

Desa 
Poncosari 

1 paket/ 
tahun  

Masyarakat       300,000,000

Sub Bidang 
Pekerjaan Umum 
dan Penataan 
Ruang

c.

d. Sub Bidang 
Kawasan 
Pemukiman

b. Sub Bidang 
Kesehatan



Normalisasi saluran irigasi tersier Desa 
Poncosari 

1 paket/ 
tahun 

Masyarakat       420,000,000

Pembangunan/Pemeliharaan 
Taman/ taman Bermain Anak 
milik Desa / ruang terbuka hijau 

Desa 
Poncosari 

1 paket/ 
tahun

Masyarakat    500,000,000

Pembangunan/ 
rehabilitasi/peningkatan Fasilitas 
jamban 

Desa 
Poncosari 

1  Ls/ 
tahun

Masyarakat    105,000,000

Pembangunan tempat 
pengelolaan sampah

Desa 
Poncosari 

 1 paket 
/ tahun

Masyarakat       1,200,000,000

Pembangunan/ Pemeliharaan 
Sumber air Bersih

Desa 
Poncosari 

1 kali/ 
tahun 

Masyarakat       360,000,000

e. Sub Bidang 
Kehutanan dan 
Lingkungan Hidup 

Pengelolaan Lingkungan Hijau 
Desa 

Desa 
Poncosari 

1 kali/ 
tahun

Masyarakat      250,000,000

Pembuatan Rambu-rambu di 
jalan Desa 

Desa 
Poncosari 

1 paket / 
tahun

Masyarakat      60,000,000

Penyelenggaraan Informasi Publik 
Desa 

Desa 
Poncosari 

12 bln/ 
tahun 

Masyarakat       24,000,000

Pengelolaan/ Pemeliharaan 
jaringan/Instalasi Komunikasi 
dan Informasi Lokal Desa 

Desa 
Poncosari 

12 bln / 
tahun

Masyarakat       12,000,000

Pembangunan dan Pemeliharaan 
Penerangan Jalan Umum 

Desa 
Poncosari 

1 Paket/ 
tahun 

Masyarakat       1,000,000,000

Pengembangan Pariwisata Tingkat 
Desa 

Desa 
Poncosari 

3 paket/ 
tahun

Masyarakat      600,000,000

Peningkatan kapasitas 
Pokdarwis/ Promosi wisata Desa 
Poncosari 

Desa 
Poncosari 

1 kali/ 
tahun 

Pokdarwis      80,000,000

14,597,040,000

Pengadaan/Penyelenggaran  Pos 
Keamanan Desa

Desa 
Poncosari

1 paket/ 
tahun 

 Masyarakat       60,000,000

Penguatan & Peningkatan 
Kapasitas Tenaga 
Keamanan/Ketertiban oleh 
Pemdes 

Desa 
Poncosari

6 paket/ 
tahun

Linmas       133,800,000

Koordinasi Pembinaan 
Keamanan, Ketertiban & 
Perlindungan Masy. Skala Lokal 
Desa

Desa 
Poncosari

1 kali/ 
tahun  

Linmas       45,000,000

Persiapan 
Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana 
Skala Lokal Desa

Desa 
Poncosari

12 bln/ 
tahun

Pemerintah 
Desa dan 

FPRB  

      134,400,000

Jumlah Per Bidang 2

3 Pembinaan 
Masyarakat

a. Sub Bidang 
Ketentraman, 
Ketertiban Umum 
dan Perlindungan 
Masyarakat 

f. Sub Bidang 
Perhubungan 

g. Sub Bidang 
Pariwisata



Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi 
kepada Masy. di Bid. Hukum & 
Pelindungan Masy. 

Desa 
Poncosari

1 kali Masyarakat  6.000.000

Hari Jadi Desa Desa 
Poncosari

1 kali/ 
tahun

Masyarakat       936,000,000

Pengiriman Kontingen Group  
Kesenian & Kebudayaan (Wakil 
Desa tkt. Kec/Kab/ 

Desa 
Poncosari

1 kali / 
tahun

Masyarakat       58,680,000

Penyelenggaran Festival 
Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan 
Kegamaan (HUT RI, hari Raya 
Keagamaan dll) 

Desa 
Poncosari

3 paket/ 
tahun

Masyarakat       842,700,000

Fasilitasi kelompok masyarakat di 
bidang kesenian

Desa 
Poncosari

1 paket/ 
tahun

Group 
Kesenian

      60,000,000

Pembangunan/ Rehabilitasi 
Rumah budaya

Desa 
Poncosari

1 paket/ 
tahun 

masyarakat   500,000,000

Pengembangan dan Pelestarian 
Budaya adat istiadat

Desa 
Poncosari 

1 paket/ 
tahun 

pelestari 
budaya 

      300,000,000

Penyelenggaraan Pelatihan 
Kepemudaan Tingkat Desa

Desa 
Poncosari 

1 kali / 
tahun

karang Taruna       25,200,000

Penyelenggaraan Festival/Lomba 
Kepemudaan dan Olaraga Tingkat 
Desa

Desa 
Poncosari

1 kali / 
tahun

karang Taruna       207,510,000

Pembinaan Karangtaruna/Klub 
Kepemudaan/Olahraga Tingkat 
Desa

Desa 
Poncosari

1 kali / 
tahun

klub Olah raga       126,180,000

Pembangunan/Rehabilitasi/Penin
gkatan Sarana dan Prasarana 
Kepemudaaan & Olahraga Milik 
Desa 

Desa 
Poncosari

1 paket / 
tahun

masyarakat       150,000,000

Pembinaan tokoh agama, guru 
TPA

Desa 
Poncosari

2 paket / 
tahun

tokoh agama, 
guru TPA

      150,000,000

Operasional/Pembinaan PKK Desa 
Poncosari 

12 bln/ 
tahun

PKK Desa dan 
Dusun 

      330,000,000

Pelatihan/Pembinaan Lembaga 
Kemasyarakatan

Desa 
Poncosari 

1 kali/ 
tahun 

LKD       165,300,000

Operasional dan Pembinaan 
LPMD/ Karang Taruna 

Desa 
Poncosari 

12 bln/ 
tahun

LPMD, 
Karang 
Taruna, 

      147,960,000

Pemetaan dan Workhshop Potensi 
Desa 

Desa 
Poncosari 

1 kali masyarakat  750,000,000

b. Sub Bidang 
Kebudayaan dan 
Keagamaan

c. Sub Bidang 
Kepemudaan dan 
Olahraga

d. Sub Bidang 
Kelembagaan 
Masyarakat 



Peningkatan kapasitas 
LPMD,Pokgiat,  KT, Gapoktan, 
Kelompok Ternak, Kelompok 
Nelayan, KWT, KIM, UMKM, P3A

Desa 
Poncosari 

10 
paket/ 
tahun 

LPMD, KT, 
Gapoktan, 
Kelompok 
Ternak, 

Kelompok 
Nelayan, 

KWT, KIM, 
UMKM

      540,000,000

5,662,730,000

a. Sub Bidang 
Kelautan dan 
Perikanan

Bimtek/Pelatihan  untuk 
Pokdakan dan Nelayan 

Desa 
Poncosari 

1 
kegiatan/ 

 tahun 

Pokdakan dan 
Nelayan

      8,840,000

Bimtek/Pelatihan untuk 
kelompok pertanian 

Desa 
Poncosari 

1 
kegiatan

kelompok 
pertanian 

      80,000,000

Fasilitasi kelompok kelompok 
masyarakat di bidang pertanian

Desa 
Poncosari 

3 kali/ 
tahun

Gapoktan, 
KWT, P3A,dll

      180,000,000

Peningkatan kapasitas kelompok 
tani 

Desa 
Poncosari 

1 kali/ 
tahun

Gapoktan, 
KWT, P3A

      120,000,000

Demplot mandiri pangan Desa 
Poncosari 

1 kali/ 
tahun

Gapoktan, 
KWT,

      300,000,000

Normalisasi Saluran Irigasi 
Tersier/sederhana 

Desa 
Poncosari 

1 paket/ 
tahun

masyarakat       1,200,000,000

Peningkatan Kapasitas Lurah 
Desa, Perangkat Desa

Desa 
Poncosari 

1 kali / 
tahun

Lurah Desa, 
Perangkat 

Desa

      508,000,000

Peningkatan kapasitas LKD Desa 
Poncosari 

1 kali / 
tahun

LKD       448,800,000

Peningkatan Kapasitas BPD Desa 
Poncosari 

1 kali / 
tahun

BPD       23,100,000

Pelatihan dan Penyuluhan 
Pemberdayaan Perempuan

Desa 
Poncosari 

1 kali / 
tahun

warga 
perempuan 

      30,000,000

Pelatihan dan penguatan 
penyandang disabiltas 

Desa 
Poncosari 

1 kali / 
tahun

masyarakat 
difabel 

     180,000,000

Pelatihan dan Penyuluhan 
Perlindungan Anak

Desa 
Poncosari 

1 kali / 
tahun

masyarakat, 
anak  

      30,000,000

Pelatihan pengembangan ekonomi 
kreatif/ produktif

Desa 
Poncosari 

1 kali / 
tahun

masyarakat       300,000,000

Pelatihan Manajemen 
Koperasi/KUD/UMKM

Desa 
Poncosari 

1 kali / 
tahun

masyarakat      64,480,000

Pembentukan dan Pengembangan 
BUM Desa 

Desa 
Poncosari 

1 kali / 
tahun

PemDes, 
Masyarakat

      120,000,000

Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Desa 
Poncosari 

1 kali/ 
tahun

PemDes       20,400,000

penyertaan modal BUMDESa Desa 
Poncosari 

1 kali / 
tahun

BumDes   600,000,000

Pemberdayaa
n Masyarakat

4

Sub bidang 
Peningkatan 
kapasitas 
Aparatur Desa 

e. Sub Bidang 
Koperasi, Usaha 
Micro Kecil dan 
Menengah (UMKM) 
Kegiatan                       

b. Sub bidang 
Pertanian dan 
Peternakan 

Jumlah Per Bidang 3

c. 

d. Sub bidang 
Pemberdayaan 
Perempuan, 
Perlindungan  
Anak dan Keluarga 

f. Sub Bidang 
Dukungan 
Penanaman Modal



Peningkatan kapasitas pengelola 
BumDes 

Desa 
Poncosari 

1 paket / 
tahun

BumDes       90,000,000

g. Sub Bidang 
Perdagangan dan 
Perindustrian 

Pemeliharaan Kios Milik Desa Desa 
Poncosari 

1 paket/ 
tahun 

kios milik 
Desa 

     150,000,000

12,049,610,000
a. Sub Bidang 

Penanggulangan 
Bencana 

Kegiatan Penanggulangan 
Bencana 

Desa 
Poncosari 

1 paket / 
tahun

masyarakat       1,000,000,000

Mitigasi Bencana Desa 
Poncosari 

1 paket/ 
tahun

PemDes dan 
FPRB 

     500,000,000

b. Sub Bidang 
Keadaan Darurat 

Penanganan Keadaan Darurat Desa 
Poncosari 

1 paket / 
tahun

masyarakat       500,000,000

c. Sub bidang 
Keadaan Mendesak 

Penanganan Keadaan Mendesak Desa 
Poncosari 

1 paket/ 
tahun

masyarakat       500,000,000

2,500,000,000
47,716,330,636

Mengetahui :
Lurah Desa,

H. Supriyanto, SE., S.Pt

Tim Penyusun RPJM Desa

M Cholil

Jumlah Per Bidang 5
JUMLAH TOTAL BIDANG:  1  s/d. 5

Poncosari, ….. Maret 2019
Disusun oleh:

Jumlah Per Bidang 4
Bidang 
Penanggulang
an Bencana, 
Darurat dan 
Mendesak 

5
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Tim Penyusun RPJM Desa

M Cholil

Poncosari, ….. Maret 2019
Disusun oleh:



DESA :  Poncosari
KECAMATAN :  Srandakan
KABUPATEN :  Bantul
PROVINSI : D.I.Yogyakarta

Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan Tahun 3 
(2021)

a b c d e f g
Penghasilan Tetap dan Tunjangan 
Lurah Desa

Desa 
Poncosari 



Pengasilan tetap dan Tunjangan 
Perangkat Desa

Desa 
Poncosari 



Operasional 
Pemerintahan/Perkantoran

Desa 
Poncosari 



Tunjangan BPD Desa 
Poncosari 



Operasional BPD Desa 
Poncosari 



Operasional RT Desa 
Poncosari 



Penyediaan tunjangan hari raya Desa 
Poncosari 



Penyediaan tunjangan purna tugas Desa 
Poncosari 



Penyediaan Sarana (Aset Tetap) 
Perkantoran/Pemerintahan

Desa 
Poncosari 



Pemeliharaan Gedung/Prasarana 
Kantor Desa 

Desa 
Poncosari 



Pembangunan/Rehabilitasi Kantor 
Desa 

Desa 
Poncosari 



Pelayanan Administrasi Umum 
dan Kependudukan

Desa 
Poncosari 



Penyusunan/updating Profil Desa Desa 
Poncosari 



Pengelolaan Adminstrasi dan 
Kearsipan Pemerintahan Desa

Desa 
Poncosari 



Penyelenggaraan Musyawarah 
Perencanaan Desa 
(MusrenbangDes)

Desa 
Poncosari 



Penyelenggaraan Musyawarah Desa Desa 
Poncosari 



Jaring Aspirasi BPD Desa 
Poncosari 



Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Desa 

Desa 
Poncosari 



Penyusunan Dokumen Keuangan 
Desa 

Desa 
Poncosari 



Penyusunan Kebijakan Desa 
(Perdes/Perkades selain 
Perencanaan/Keuangan) 

Desa 
Poncosari 



c. Pengelolaan 
Administrasi 
Kependudukan, 
Pencatatan sipil, 
Statistik dan 
Kearsipan 

d. Penyelenggaraan 
tatapraja 
Pemerintahan, 
Perencanaan, 
Keuangan dan 
Pelaporan 

 RPJM DESA
TAHUN 2021

N
o

Bidang/ Jenis Kegiatan Lokasi 
(RT/RW/ 

Dusun)

1 Penyelenggaraan 
 Pemerintahan 
Desa

a. Sub bidang 
Penyelenggaraan 
Belanja Siltap, 
Tunjangan dan 
Operasional 
Pemerintah Desa 

b. Penyediaan 
Sarana 
Prasarana 
Pemerintahan 
Desa 



Penyusunan Laporan Kepala Desa, 
LPPDesa dan Informasi Kepada 
Masyarakat 

Desa 
Poncosari 



Pengembangan Sistem Informasi 
Desa

Desa 
Poncosari 



Pengisian Pamong Desa Desa 
Poncosari 



Penyelenggaraan Lomba  Desa 
Poncosari 



Penanganan/ Penyelesaian konflik 
Tanah Desa (inventarisasi)

Desa 
Poncosari 



Adminstrasi Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) 

Desa 
Poncosari 



Pengelolaan Tanah Desa Desa 
Poncosari 



2 Penyuluhan dan Pelatihan 
Pendidikan Bagi Masyarakat

Desa 
Poncosari 



Pengelolaan Perpustakaan Milik 
Desa (Pengadaan Buku, Honor, 
Taman Baca) 

Desa 
Poncosari 



Dukungan Pendidikan bagi Siswa 
Miskin dan Berprestasi

Desa 
Poncosari 



Fasiliatasi  dan peningkatan 
kapasitas TPA , KBM 

Desa 
Poncosari 



Penyelenggaraan Pos Kesehatan 
Desa/Polindes Milik Desa (obat, 
Insentif, KB, dsb) 

Desa 
Poncosari 



Penyelenggaraan Posyandu (Mkn 
Tambahan, Kls Bumil, Balita, 
Lansia, Insentif) , 

Desa 
Poncosari 



Penyelenggaraan Posyandu Remaja Desa 
Poncosari 



Penyuluhan dan Pelatihan Bidang 
Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga 
dan Kader Kesehatan dll) 

Desa 
Poncosari 



Penyelenggaraan Desa Siaga 
Kesehatan

Desa 
Poncosari 



Penanganan Masalah Kesehatan Desa 
Poncosari 



Konvergensi Pencegahan stunting Desa 
Poncosari



Fasilitasi kampung KB Desa 
Poncosari



Peningkatan kapasitas kader Desa 
Poncosari 



Pembangunan/ Rehabilitasi/ 
Peningkatan/ Pengerasan jalan 
lingkungan Permukiman 

Desa 
Poncosari 



Pembangunan/Rehabilitasi/Pening
katan talud  

Desa 
Poncosari 



e. Sub bidang 
Pertanahan 

Pelaksanaan 
pembangunan 
desa

a. Sub Bidang 
Pendidikan 

b. Sub Bidang 
Kesehatan

c. Sub Bidang 
Pekerjaan Umum 
dan Penataan 
Ruang



Pembangunan/ Rehabilitasi/ 
Peningkatan/ Pengerasan jalan  
usaha tani 

Desa 
Poncosari 



Pembangunan/ Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi Jembatan Desa

Desa 
Poncosari 



Dukungan Pelaksanaan Program 
Pembangunan/Rehab  Rumah 
Tidak Layak Huni GAKIN 

Desa 
Poncosari 



Pembangunan/ Pemeliharaan 
Sistem Pembuangan Air Limbah 
(Drainase, Air limbah Rumah 
Tangga/ komunal 

Desa 
Poncosari 



Pemeliharaan fasilitas Pengelolaan 
sampah 

Desa 
Poncosari 



Normalisasi saluran irigasi tersier Desa 
Poncosari 



Pembangunan/ 
rehabilitasi/peningkatan Fasilitas 
jamban 

Desa 
Poncosari 



Pembangunan tempat pengelolaan 
sampah

Desa 
Poncosari 



Pembangunan/ Pemeliharaan 
Sumber air Bersih

Desa 
Poncosari 



e. Sub Bidang 
Kehutanan dan 
Lingkungan 
Hidup 

Pengelolaan Lingkungan Hijau 
Desa 

Desa 
Poncosari 



Pembuatan Rambu-rambu di jalan 
Desa 

Desa 
Poncosari 



Penyelenggaraan Informasi Publik 
Desa 

Desa 
Poncosari 



Pengelolaan/ Pemeliharaan 
jaringan/Instalasi Komunikasi dan 
Informasi Lokal Desa 

Desa 
Poncosari 



Pembangunan dan Pemeliharaan 
Penerangan Jalan Umum 

Desa 
Poncosari 



Pengembangan Pariwisata Tingkat 
Desa 

Desa 
Poncosari 



Peningkatan kapasitas Pokdarwis/ 
Promosi wisata Desa Poncosari 

Desa 
Poncosari 



Pengadaan/Penyelenggaran  Pos 
Keamanan Desa

Desa 
Poncosari



Penguatan & Peningkatan 
Kapasitas Tenaga 
Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 

Desa 
Poncosari



Koordinasi Pembinaan Keamanan, 
Ketertiban & Perlindungan Masy. 
Skala Lokal Desa

Desa 
Poncosari



d. Sub Bidang 
Kawasan 
Pemukiman

f. Sub Bidang 
Perhubungan 

g. Sub Bidang 
Pariwisata

3 Pembinaan 
Masyarakat

a. Sub Bidang 
Ketentraman, 
Ketertiban Umum 
dan Perlindungan 
Masyarakat 



Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap 
Bencana Skala Lokal Desa

Desa 
Poncosari



Hari Jadi Desa Desa 
Poncosari



Pengiriman Kontingen Group  
Kesenian & Kebudayaan (Wakil 
Desa tkt. Kec/Kab/ 

Desa 
Poncosari



Penyelenggaran Festival Kesenian, 
Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan 
(HUT RI, hari Raya Keagamaan dll) 

Desa 
Poncosari



Fasilitasi kelompok masyarakat di 
bidang kesenian

Desa 
Poncosari



Pengembangan dan Pelestarian 
Budaya adat istiadat

Desa 
Poncosari 



Penyelenggaraan Pelatihan 
Kepemudaan Tingkat Desa

Desa 
Poncosari 



Penyelenggaraan Festival/Lomba 
Kepemudaan dan Olaraga Tingkat 
Desa

Desa 
Poncosari



Pembinaan Karangtaruna/Klub 
Kepemudaan/Olahraga Tingkat 
Desa

Desa 
Poncosari



Pembangunan/Rehabilitasi/Pening
katan Sarana dan Prasarana 
Kepemudaaan & Olahraga Milik 
Desa 

Desa 
Poncosari



Pembinaan tokoh agama, guru TPA Desa 
Poncosari



Operasional/Pembinaan PKK Desa 
Poncosari 



Pelatihan/Pembinaan Lembaga 
Kemasyarakatan

Desa 
Poncosari 



Operasional dan Pembinaan 
LPMD/ Karang Taruna 

Desa 
Poncosari 



Peningkatan kapasitas 
LPMD,Pokgiat,  KT, Gapoktan, 
Kelompok Ternak, Kelompok 
Nelayan, KWT, KIM, UMKM, P3A

Desa 
Poncosari 



a. Sub Bidang 
Kelautan dan 
Perikanan

Bimtek/Pelatihan  untuk 
Pokdakan dan Nelayan 

Desa 
Poncosari 



Bimtek/Pelatihan untuk kelompok 
pertanian 

Desa 
Poncosari 



Fasilitasi kelompok kelompok 
masyarakat di bidang pertanian

Desa 
Poncosari 



Peningkatan kapasitas kelompok 
tani 

Desa 
Poncosari 



Demplot mandiri pangan Desa 
Poncosari 



Normalisasi Saluran Irigasi 
Tersier/sederhana 

Desa 
Poncosari 



b. Sub Bidang 
Kebudayaan dan 
Keagamaan

c. Sub Bidang 
Kepemudaan dan 
Olahraga

d. Sub Bidang 
Kelembagaan 
Masyarakat 

4 Pemberdayaan 
Masyarakat

b. Sub bidang 
Pertanian dan 
Peternakan 



Peningkatan Kapasitas Lurah 
Desa, Perangkat Desa

Desa 
Poncosari 



Peningkatan kapasitas LKD Desa 
Poncosari 



Peningkatan Kapasitas BPD Desa 
Poncosari 



Pelatihan dan Penyuluhan 
Pemberdayaan Perempuan

Desa 
Poncosari 



Pelatihan dan penguatan 
penyandang disabiltas 

Desa 
Poncosari 



Pelatihan dan Penyuluhan 
Perlindungan Anak

Desa 
Poncosari 



Pelatihan pengembangan ekonomi 
kreatif/ produktif

Desa 
Poncosari 



Pelatihan Manajemen 
Koperasi/KUD/UMKM

Desa 
Poncosari 



Pembentukan dan Pengembangan 
BUM Desa 

Desa 
Poncosari 



Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Desa 
Poncosari 



Peningkatan kapasitas pengelola 
BumDes 

Desa 
Poncosari 



g. Sub Bidang 
Perdagangan dan 
Perindustrian 

Pemeliharaan Kios Milik Desa Desa 
Poncosari 



a. Sub Bidang 
Penanggulangan 
Bencana 

Kegiatan Penanggulangan Bencana Desa 
Poncosari 



Mitigasi Bencana Desa 
Poncosari 



b. Sub Bidang 
Keadaan Darurat 

Penanganan Keadaan Darurat Desa 
Poncosari 



c. Sub bidang 
Keadaan 
Mendesak 

Penanganan Keadaan Mendesak Desa 
Poncosari 



c. Sub bidang 
Peningkatan 
kapasitas 
Aparatur Desa 

d. Sub bidang 
Pemberdayaan 
Perempuan, 
Perlindungan  
Anak dan 
Keluarga 

e. Sub Bidang 
Koperasi, Usaha 
Micro Kecil dan 
Menengah 

f. Sub Bidang 
Dukungan 
Penanaman Modal

5 Bidang 
Penanggulangan 
Bencana, 
Darurat dan 
Mendesak 



KEGIATAN YANG TIDAK TERLAKSANA DI TAHUN 2020 

1 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 
pelatihan bagi guru honorer PAUD dan TK 

2 Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan 
pengadaan alat Infantometri
pengadaan Reagen GDS, Kolesterol, Asam Urat             
pengadaan Tikar Pertumbuhan                                                

3 Penyelenggaraan Desa Siaga kesehatan 
Fasilitasi Puskesos
Fasilitasi kampung KB 
Fasilitasi Posyandu Remaja

4 sub bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Pembangunan Talud Ds Polosiyo
Pembangunan Talud Bodowaluh
Rabat beton/cor Ds Cangkring
Rabat beton/cor Ds Jragan II


